BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

KODE REKENING PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan
karakteristik daerah Kabupaten Sidoarjo agar tertib kode
rekening penganggaran dan keselarasan antara program
dan kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pada
kode rekening dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sidoarjo tentang Kode Rekening pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur Juncto Undang- Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2007 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

(1) Kode rekening pada anggaran belanja dan pendapatan

daerah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

1. Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah
dan oganisasi, sebagaimana tercantum dalam
lampiran I;

2. Kode rekening pendapatan, sebagaimana
tercantum dalam lampiran II;

3. Kode daftar progam dan kegiatan menurut urusan
pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum
dalam lampiran III;

4. Kode rekening belanja, sebagaimana tercantum
dalam lampiran IV; dan

5. Kode rekening pembiayaan, sebagaimana

tercantum dalam lampiran V.



(2) Lampiran I, II, III, IV dan V sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Daftar kode rekening sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, menjadi acuan dalam penyusunan kode
rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan
kebutuhan objektif dan nyata SKPD.

(2) Apabila ada penambahan kode rekening baru yang
diakibatkan adanya program/kegiatan dan Peraturan
Perundang-undangan yang baru, maka dapat
dilakukan perubahan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kode
Rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2015 nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2017.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI SIDOARJO
ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 95

NOREG PERBUP : 95 TAHUN 2016



LAMPIRAN [ PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 95 Tahun 2016
TANGGAL : 1 Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DAFTAR KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN KODE ORGANISASI

- KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KODE ORGANISASI

1.02.01.01
1.02.01.02

1. URUSAN WAJIB

1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01.01 PENDIDIKAN

1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.02 dst__

1.01.02 KESEHATAN

1,01.02.01 Dinas Kesehatan

1.01.02.02 BLUD RSUD

1.01,02.03 dst

1,01.03 PEKERJAAN UMUM

1.01.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01,03.02 dst

1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT

1.01.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman
1.01.0402 dst

1.01.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

1.01.05.02 dst

1.01 SOSIAL__

1.01.06.01 Dinas Sosial

1.01.06.02 dst

1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -
1.02.01 TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja

[gst

1.02.02

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.02.02.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga
Berencana

1.02.02.02 dst

1,02.03 PANGAN

1.02.03.01 ___10inas Pangan dan Perlanian

1,0203.02 _ ldst

11.02.04 PERTANAHAN

1020401 [DINAS ...

1,02.04.02 dst

1.02.05 LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1.02.05.02 dst

1.02.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.02.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatalan_Sipil

1.02.06.02 | dst

1.02.07

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KODE ORGANISASI

KET

6.01.01.18

Kecamatan Sukodono

6.01.01.19

dst
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 95 Tahun 2016
TANGGAL : 1 Desember 2016 201

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DAFTAR KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN
h Urusan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 [001 Penyediaan jasa surat menyurat
01 {002  |Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01 {003  |Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01 1004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01 _loo5 Penyediaan jasa jaminan barang milk daerah
01 _loos Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01 1007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
01_|009 Penyediaan jasa perbaikan peralalan kerja
011010 Penyediaan alat lulis kantor
01 _jon Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01012 |Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
05 1013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
T 1014 |Penyediaan peralalan rumah langga
01 1015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01_|016 Penyediaan bahan logistik kantor
01_|017__ |Penyediaan makanan dan minuman
01 |018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
01 _[019 Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Adminisirasi Perkantoran
01 020 Publikasi bidang kepegawaian
01_|021  |Sosialisasi peraturan perundang-undangan baru terkait rekomendasi survei dan penelilian
01_|022 Dst
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
02 {001 Pembangunan rumah jabalan
02 {002 Pembangunan rumah dinas
02_ {003 Pembangunan gedung kanlor
02 1004 Pengadaan mobil jabatan
02 |005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02 006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
02 [o07 Pengadaan perengkapan gedung kantor
Jg 008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
02 010 Pengadaan meubeleur
02 |01 Pengadaan sarana dan prasarana |aboratorium
02 [012 _|Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
02 013 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas
02 [020 |Pemeliharaan rulin/berkala rumah jabatan_
02 1021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0z jo22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02 1023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02 1024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02 025  |Pemelinaraan rulin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
02 |026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02 |027 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
02 {028 Pemeliharaan rulin/berkala peralatan gedung kantor
02 1029 |Pemeliharaan rulin/berkala mebeleur
02 {030 |Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana laboratorium
02 1031 Pemeliharaan rulin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
02 |040 Rehabilitasi sedang/beral rumah jabatan
02 |041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
02 |043 _ |Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
02 1044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
02 |045 Dst
03 Program peningkatan disiplin aparatur
03 [001  |Pengadaan mesin/kariu absensi
03 1002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya




KODE

URAIAN

17 |009 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Siring
17__ (010 |Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Sidokare
17 [011 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Celep
17 |012 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Pucanganom
17 (013 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Sidokumpul
17 (014 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Lemahputro
17 [015 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Pucang
17 |016 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Gebang
17 017  |Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Sekardangan
17 |018 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Pekauman
17 |019 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Sidoklumpuk
17 [020 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Urangagung
17 |02 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Magersari
17 |02 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Cemengkalang
17 (023 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Bulusidokare
17 024 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Bebekan
17 |025 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Kalljaten
17 |026 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Geluran
17 027 |Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Sepanjang
17 |028 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Ngelom

. |o28 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Taman
17 030  |Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Kelegan
17 j031 Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Wonaocolo
17 |032  |Dst
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :95 Tahun 2016
TANGGAL : 1 Desember 2016 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN

Kd Rek Uralan
4 PENDAPATAN DAERAH |
4.1 Pendapatan Asli Daerah
414 Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01 Pajak Hotel
4.1.1.00.01 Holel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02 Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03 Hotel Binlang Empat
4.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.06 Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06 Hotel Bintang Salu
4.1.1.01.07 Hotel Melali Tiga
4.1.1.01.08 Holel Melati Dua
4.1.1.01.09 Hotel Melati Saty
4.1.1.01.10 Motel
4.1.1.01.11 Collage
4.1.1.01.12 Losmen/Rumah Penginapan/PesanggrahaniHostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13 Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14 Dst
4.1.1.02 Pajak Restoran
4.1.1.02.01 Restoran
4.1.1.02.02 Rumah Makan
4.1.1.02.03 Cafe
4.1.1.02.04 Kantin
4.1.1.02.05 Kalering
4.1.1.02.06 Warung
4.1.1.02.07 Dsl
4.1.1.03 Pajak Hiburan
4.1.1.03.01 Tonlonan Film/Bioskop
4.1,1.03.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03 Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04 Konles Binaraga
4.1.1.03.05 Pameran
4.1.1.03.06 Diskolik
4.1.1.03.07 Karacke
4.1.1.03.08 Klub Malam
4.1.1.03.09 | Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10 Permainan Bilyar
4.1.1.03.11 Permainan Golf
4.1.1.03.12 Permainan Bowling
4.1.4.03.13 Pacuan Kuda
4.1.1.03.14 Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15 Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16 Panli Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17 Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18 Pusal Kebugaran
4.1.1.03.19 Perlandingan Olahraga
4.1.1.03.20 Mainan Anak/Kereta Wisata
4.1.1.03.21 Kolam Renang
4.1.1.03.22 Dst
4.1.1.04 Pajak Reklame
4.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videolron/Megatron
4.1.1.04.02 Reklame Kain
4.1.1.04.03 Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04 Reklame Selebaran
4.1.1.04.05 Reklame Berjalan
4.1.1.04.06 Reklame Udara
4.1.1.04.07 Reklame Apung
4.1.1.04.08 Reklame Suara
4.1.1.04.09 Reklame Film/Slide
4.1.1.04.10 Reklame Peragaan




Kd Rek Uralan
4.3.5.01.12 Banluan Keuangan untuk Stimulasi Pertumbuhan dan Pemeralaan Pembangunan
4,3.5.01.13 Bantuan Keuangan uniuk Pembentukan Koperasi Wanita Tingkat Kabupaten/Kola
4.3.5.01.14 Banluan Keuangan Pendidikan
4.3.5.01.15 Bantuan Keuangan Kesehatan
4.3.5.01.16 Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Air Minum (PDAM) _
4.3.5.01.17 Bantuan Keuangan Ekonomi Produk®if (Pembangunan Saluran Tambak)
4.3.5.01.18 Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
4.35.01.19 Bantuan Keuangan Ekonomi Produkiif untuk Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
berbasis Agrobisnis
4.3.5.01.20 Bantuan Keuangan Pendukung Infrastruktur
4.35.01.21 Bantuan Keuangan Percepatan Pengembangan Perekonomian Daerah
4.3.5.01.22 Bantuan Keuangan Jalin Matra
4.3.5.01.23 Dst
4.3.5.02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten .....
4.3.5.02.01 Banluan Keuangan dari Kabupaten .....
4.3.5.02.02 Dst
4.3.5.03 Bantuan Keuangan Dari Kota ...
4.3.5.03.01 Bantuan Keuangan DariKota......
4.3.5.03.02 Dst
4.3.5.04 Dst..
4.3.5.04.01 [Dst
4.3.6 Pendapatan Lainnya
4.3.6.01 Penerimaan dari Pokok Dana Bergulir
4.3.6.01.01 Penerimaan dari Pokok Dana Bergulir
4.3.6.01.02 Dst.
4.3.7 Dst
4.3.8 Dst
4.3.9 Dst
4.3.9.01 Bagi Hasil Retribusi
4.3.9.01.01 [Dst
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Kd Rek Uralan
5.2.3.30.06 Belanja modal Pengadaan perisaitameng
6.2.3.30.07 Belanja modal Pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08 Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09 Belanja medal Pengadaan pentungan
5.2.3.30.10 Belanja modal Pengadaan helm
5.2.3.30.11 Belanja modal Pengadaan alarm/sirene
5.2.3.30.12 Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
5.2.3.30.13 Belanja Modal Pengadaan Teropong
5.2.3.30.14 Belanja Modal Pengadaan Pelampung
5.2.3.30.15 Dst
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga_
5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana olah raga
5.2.3.31.02 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Selam
5.2.3.31.03 Dst
5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian
5.2.3.32.01 m'a Modal Pengadaan Mesin Pres Sepatu
5.2.3.32.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Seset Kulit
5.2.3.32.03 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengupas Kedelai
5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Briket
5.2.3.32.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengaduk Tepung
5.2.3.32.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perikanan
5.2.3.32.07 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pres Plastik
5.2.3.32.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Cap Balik
5.2.3.32.09 Belanja Modal Mesin Pembuat Susu Kedelal
5.2.3.32.10 Belanja Modal Alat Pengemas/Sealer
5.2.3.32.11 Belanja Modal Mesin Penggiling Daging
5.2.3.32.12 Belanja Modal Mesin Pembuat Bakso
5.2.3.32.13 Dst
15.2.3.33 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Salon
5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Steamer
5.2.3.33.02 Belanja Modal Pengadaan Tempat Cuci Rambut
5.2.3.33.03 Belanja Modal Pengadaan Hair Dryer
5.2.3.33.04 Belanja Modal Pengadaan Kaca Cefmin
5.2.3.33.05 Dst
5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pembangkit Energi
5.2.3.34.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya
5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Penghasil Biogas
5.2.3.34.03 Dst
5.2.3.35 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengairan
5.2.3.35.01 Belanja Modal Pengadaan Peralalan Pengairan
5.2.3.35.02 Dst
§.2.3.36 Belanja Modal BLUD
5.2.3.36.01 Belanja Modal BLUD
5.2.3.36.02 Dst
5.2.3.37 Belanja Modal Dana Bos Daerah
5.2.3.37.01 Belanja Modal Dana Bos
5.2.3.37.02 |Dsl
5.2.3.38 Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah
5.2.3.38.01 ‘Alat Peraga dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektranik
5.2.3.38.02 Sarana TIK Penunjang perpustakaan eletronik, dan Multimedia intraktif mbelajaran
5.2.3.38.03 Belanja Meubeuleur Perabot Ruang Kelas
15.2.3.38.04 Belanja Meubeuleur Perabot Ruang Perpustakaan
5.2.3.38.05 Dst
5.2.3.39 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan
5.2.3.39.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Umum
5.2.3.39.02 Dst
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| KdRek Uralan
6.2.4.03 Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pihak Lain
6.2.4.03.01 Swasla..........
6.24.03.02 Dst
6.2.4.04 Dst
6.2.4.04.01 lost
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
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